ABSTRAK

Abstrak dengan judul “Penggunaan Dana Desa Untuk
Kesgjahteraan Masyarakat  Perspektif  Peraturan Menteri Desa
Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi No. 22 Tahun 2016 Dan
Kompilass Hukum Ekonomi Syariah” ditulis oleh Miftakhurronman dan
dibimbing oleh Dr. Ngainun Na’im, M.H.I. dan Ibu Dr.Hj. Nur Fadhilah, M.H.I

Kata Kunci : Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat, Permendes No.22 Tahun
2016, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Penelitian dalam tesis ini dilatar belakangi oleh kesegahteraan
masyarakat, dengan adanya campur tangan dari pemerintah desa dalam
meningkatkan perekonomi masyarakat menggunakan Dana Desa tujuanya untuk
lebih meningkatkan kesgjahteraan masyarakat Desa. Akan tetapi dalam sSis
penggunaan dana desa tidak semuanya sesuai dengan Peraturan yang ada. Dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban penggunaan dana desa untuk
pemberdayaan masyarakat di perlukannya unsur pendamping dana desa, dengan
bekal yang sudah ada yaitu pengalaman, pengetahuan dan kejujuran, sehingga
dalam praktiknya tidak menyel eweng dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Fokus penelitian dalam kagjian ini adalah (1) Bagaimana konsep
Dana Desa untuk kesgjahteraan masyarakat di Desa Sukoharjo Kecamatan
Bandung Kabupaten Tulungagung dan di Desa Banaran Kecamatan Tugu
Kabupaten Trenggalek (2) Bagamana penggunaan Dana Desa untuk
kesglahteraan masyarakat di Desa Sukoharjo Kecamatan Bandung Kabupaten
Tulungagung dan di Desa Banaran Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggaek (3)
Bagaimana konsep dan penggunaan Dana Desa untuk kesejahteraan masyarakat di
Desa Sukoharjo Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dan di Desa
Banaran Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek perspektif Permendes PDT
Trans No.22 Tahun 2016 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan
menggunakan penelitian lapangan. lokasi penelitian di Desa Sukoharjo
Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung dan Di Desa Banaran Kecamatan
Tugu Kabupaten Trenggalek. Sumber data penelitian ini terdiri dari informan,
peristiwva dan lokasi. Prosedur pengumpulan data dengan menggunakan metode
interview (wawancara), observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan
analisis data kualitatif, melalui: 1) Reduks Data 2) Display Data 3) Mengambil
kesimpulan dan verifikasi, sedangkan pengecekan keabsahan data dengan
menggunakan perpanjangan kelkutsertaan, dan pemeriksaan sejawat melalui
diskusi.

Penelitian ini bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan
hukum, pola pikir sikap dan pengalaman.Selain itu penelitian ini diharapkan dapat
membuka pemahaman utamanya bagi pemerintah desa dan masyarakat mengenai
penggunaan dana Desa, sehingga dalam penelitian lanjutan dan praktik kedepan,
dana desa bisa berkembang dengan optimal.

Dari hasil penelitian maka diperoleh kesimpulan bahwa : (1) konsep
penggunaan dana desa di Desa Sukoharjo dan Banaran menerapkan sistem
musyawarah, kesepakatan dan keadilan, pada dasarnya konsep ini sama karena
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sudah diatur dalam Peraturan Menteri Desa, akan tetapi berbedaan dari kedua
Desaini adalah partisapasi masyarakat |ebih berpartisipatif di Desa Sukoharjo. (2)
penggunaan Dana Desa dikedua Desa ini masih berfokus pada pembangunan
sedankan unsur pemberdayaan masih sangat kecil sekali, masalahnya adalah pola
fikir masyarakat yang masih mengutamakan pembangunan. (3) Upaya pemerintah
Desa untuk memberdayakan masyarakat salah satunya adalah lewat potensi yang
dimiliki Desa tersebut, seperti pertambangan, wisata, peternakan dan pertanian
akan tetapi hal ini masih belum efektif karena komponen utama yaitu Badan
Usaha Milik Desa masih belum aktif sepenuhnya, selama ini Badan Usaha Milik
Desa masih berputar pada sektor ssmpan pinjam sga yang dirasa hal ini kurang
efektif untuk pemberdayaan masyarakat dan tinjauan Peraturan Menteri Desa
No.22 Tahun 2016 adadlah proses pemberdayaan masih belum optimal
pemanfaatan sumberdaya alam dan satu desa satu produk unggulan masih belum
dijalankan, tetapi indikasi yang lain Peraturan ini masih sulit diterapkan oleh
Pemerintah Desa, sedangkan penggunaan dana Desa perspektif Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah terdapat tiga kategori pasal yaitu ekonomi syariah, akad dan
sistem transaksi syariah berupa syirkah.



ABSTRACT

Abstract under the title "The Using of Village Funds For The Public
Welfare Perspective Village Minister for the Development of Disadvantaged
Regions and Transmigration No. 22 Year 2016 And Compilation of Islamic
Economic Law " was written by Miftakhurrohman and guided by Dr. Ngainun
Na’im, M.H.l. and Dr.Hj. Nur Fadhilah, M.H.

Keywords : Village Funds, Public Empowerment, Ministerial regulation No.22
Y ear 2016, Compilation of Islamic Economic Law

The research of this thesis is inspired by the public welfare, there is
intervention from the village government in improving the public's economy using
the village funds to improve the prosperity of village communities. However, the
using of village funds are not suitable with the rules. In the planning,
implementation and accountability of the using of village funds for the public
empowerment need guiding, with the modal that is experience, knowledge and
honesty, so in practice do not deviate the provisions of regulations.

The focus of this study are (1) How is the concept of Village Funds for the
public welfare in Sukoharjo Village, Bandung Sub-district Tulungagung District
and Banaran Village, Tugu Sub-district, Trenggalek Regency (2) How isthe using
of Village Fund for public welfare in Sukoharjo Village, Bandung Sub-district
Tulungagung District and Banaran Village, Tugu Sub-district, Trenggalek
Regency (3) How is the concept and the using of Village Fund for public welfare
in Sukoharjo Village, Bandung Sub-district Tulungagung District and Banaran
Village, Tugu Sub-district, Trenggalek District on perspective Regulation of
village minister of PDT Trans No.22 of 2016 and Compilation of Syariah
Economic Law.

This is using a qualitative approach by using field research. The location
of this research in Sukoharjo Village Bandung Sub-district Tulungagung and in
Banaran Village Tugu Sub-district Trenggalek District. The data sources of this
study are consist of informants, events and locations. The collection procedure are
using interview method (interview), observation, and documentation. The analysis
data is using qualitative data analysis, there are: 1) Reduction 2) Display Data 3)
Taking conclusions and verification, while the validity checking of data is using
extension of participation, and peer examination by discussion.

This research is useful for the author to add legal insight, attitude patterns
and experiences. In addition, this research is expected to open understanding
especially for village government and public on the using of village funds, so that
in further research and future practice, village funds can develop optimally.

From the research result, it can be concluded that: (1) the concept of using
village funds in Sukoharjo Village and Banaran villages implements a system of
deliberation, agreement and justice, basically the same concept because it is
regulated on the Village Minister Regulation, but the difference from these two
villages are the society participation more participative in Sukoharjo Village. (2)
the use of village funds in both villages is still focused on the development
whereas the elements of empowerment is not priority, the problem is the mindset
of people who still prioritize development. 3) The efforts of the village
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government to empower the society one of them is with the potential possessed of
the village, such as mining, tourism, livestock and agriculture but this is still not
effective because the main component in this case is village-owned enterprise is
still not active, village-owned enterprise is still spinning on the saving and loan
sectors which it deemsto be less effective for public empowerment and the review
of the Minister of Village Decree N0.22 Year 2016 is the process of
empowerment is still not optimal the utilization of natural resources and one
village one superior product is still not executed, but other indications. This
regulation is still difficult to be applied by the Village Government, while the
using of village funds Compilation perspective Islamic Economic Law there are
three categories of articles, namely syariah economics, agreement and syariah
transaction system in the form of syirkah.
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